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1321/DJU/RA1.7/IX/2023 
Segera 

1 (satu) lembar 
Pergeseran Anggaran Program 

Penegakan dan Pelayanan Hukum 

DIPA 03 TA. 2023 

Jakarta, 26 September 2023 

    
Yth. (Daftar terlampir) 
Di 

Tempat  
 
 

Mengingat dengan masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran Satker  

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum DIPA 03 TA. 2023, kami akan 

melakukan pergeseran anggaran khususnya satker yang penyerapannya masih 

di bawah 60 % per tanggal 20 September 2023 untuk memenuhi kebutuhan 

anggaran satker yang membutuhkan penambahan anggaran Program Penegakan 

dan Pelayanan Hukum DIPA 03 TA. 2023 dengan mengacu kepada PMK 62 

Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan 

Pelaporan Keuangan. 

Berikut Satker dan besaran anggaran yang akan dilakukan pergeseran 

anggaran : 

NO 
KODE 

SATKER 
SATKER 

 PAGU TA. 2023  

 

 PAGU   PENGURANGAN  
 PAGU 

SETELAH 
PENGURANGAN  

 

 1 099062 Pengadilan Tinggi Jakarta       596.030.000             50.000.000        546.030.000  
 

2 099184 Pengadilan Negeri Meulaboh       126.300.000             60.000.000          66.300.000  
 

3 099063 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat    1.183.344.000           100.000.000     1.083.344.000  
 

4 400102 Pengadilan Negeri Nabire       164.500.000           115.000.000          49.500.000  
 

5 402012 Pengadilan Negeri Suka Makmue         76.750.000             10.000.000          66.750.000  
 

6 099190 Pengadilan Negeri Medan     1.228.250.000             78.850.000     1.149.400.000  
 

7 477256 Pengadilan Negeri Pelalawan       197.000.000             37.742.000        159.258.000  
 

8 400215 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan       819.300.000             75.000.000        744.300.000  
 

9 099186 Pengadilan Negeri Sinabang         35.700.000               5.000.000          30.700.000  
 

10 099170 Pengadilan Negeri Banda Aceh       367.492.000             30.000.000        337.492.000  
 

11 099781 Pengadilan Negeri Denpasar       805.060.000             30.000.000        775.060.000  
 

12 099171 Pengadilan Negeri Sabang         50.100.000             10.000.000          40.100.000  
 

13 099181 Pengadilan Negeri Kuala Simpang       134.400.000             10.000.000        124.400.000  
 

14 099220 Pengadilan Negeri Jambi       436.945.000             20.000.000        416.945.000  
 

15 099092 Pengadilan Negeri Semarang       512.870.000             12.937.000        499.933.000  
 

16 099174 Pengadilan Negeri Lhoksukon       178.500.000             20.000.000        158.500.000  
 

17 099148 Pengadilan Negeri Nganjuk       136.500.000             12.700.000        123.800.000  
 

18 099147 Pengadilan Negeri Kediri       127.510.000               7.338.000        120.172.000  
 

19 099138 Pengadilan Negeri Gresik       195.847.000             22.050.000        173.797.000  
 

20 099150 Pengadilan Negeri Trenggalek       111.000.000             13.500.000          97.500.000  
 

21 099233 Pengadilan Negeri Sekayu       192.470.000               7.000.000        185.470.000  
 

22 099096 Pengadilan Negeri Pati       188.700.000         6.020.000        182.680.000  
 

TOTAL PENGURANGAN        733.137.000    
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohonkan agar satker dapat 

melakukan revisi anggaran tersebut pada Aplikasi SAKTI dan mengirimkan data 

dukung berupa Matriks Usulan Revisi (Format 1, 2, dan 3) serta RKA Satker 

(Form A, B, dan C) yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan 

di stempel ke email : anggaranbadilum2@gmail.com paling lambat tanggal 2 

Oktober 2023. 

  

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih 
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Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor  : 1321/DJU/RA1.7/IX/2023 
Tanggal : 26 September 2023 

 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 

2. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh 

3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

4. Ketua Pengadilan Negeri Nabire 

5. Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue 

6. Ketua Pengadilan Negeri Medan 

7. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan 

8. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

9. Ketua Pengadilan Negeri Sinabang 

10. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh 

11. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 

12. Ketua Pengadilan Negeri Sabang 

13. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang 

14. Ketua Pengadilan Negeri Jambi 

15. Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

16. Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon 

17. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk 

18. Ketua Pengadilan Negeri Kediri  

19. Ketua Pengadilan Negeri Gresik 

20. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek 

21. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu 

22. Ketua Pengadilan Negeri Pati 
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